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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebaqairnana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebaqal Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b dapat berjalan sesuai
sasaran dan tujuannya, perlu menetapkan dengan Peraturan
dengan PeraturanWalikota Banjarmasin.

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan
efektifitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu
menata kembaIi pelaksanaan Program Jamkesda Kota
Banjarmasin;

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di luar kouta
Jamkesmas yang dinamakan Program Jaminan Kesehatan
Daerah (JAMKESDA);

Menimbang

WALIKOTA BAN1ARMASIN,

PENYELENGGARAAN lAMINAN KESEHATAN DAERAH (lAMKESDA)
KOTA BAN1ARMASIN TAHUN 2013

TENTANG

NOMOR 16 TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA BAN1ARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN
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1. Daerahadalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara PemerintahDaerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjannasin;
4. Dinas Kesehatanadalah Dinas KesehatanKota Banjarmasin;
5. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat

Jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan
kesehatan bagl masyarakat miskin dan tidak mampu
diwilayah Kota Banjarmasin;

6. Peserta Program Jamkesda adalah setiap orang miskin dan
tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkescla, yang
terdaftar delam SK.Walikota tentang Penetapan Peserta
Program Jamkesda Kota Banjannasin dan memiliki kartu
Jamkesclaserta masyarakat miskin lainnya yang dibuktikan
dengan Surat KeteranganTidak Mampu;

7. Peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan Rawat Jalan Tingkat Primer, Rawat Inap Tingkat
Primer,Rawat lalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat
Lanjutan;

8. laminan Kesehatan Kota Banjannasin adalah suatu
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan berskala Kota
Banjarmasin yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan

~~~~_~--+_'r- ~_ ,,__~~~~ ......~an penyelenggara dan pengorganisasiannya
~~~S:.!~~!$:l!!.n 4-_--!k~.;.b~;r;&.~Htl!!k~It.I~n_ ~_...!;k_~pULDJ:~.· Pemerintah Kota Banjannasin.
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Dalam PeraturanWalikota ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

PERAltJRAN WAUKOTA KOTA BANJARMASIN TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA)KOTABANJARMASIN2013

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

10. Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 33 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembahan Daerah Tahun
2012 Nomor 33);

u

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjannasin (Lembaran DaerahTahun 2011 Nomor
28, Tambahan LembaranDaerah Nomor 23).

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4741 );

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 12, tambahan LembaranDaerah Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk
Kota Banjarmasin (Lembahan DaerahTahun 2011 Nomor 13);

~ ,
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(1) Kepesertaan Program lAMKESDAadalah masyarakat miskin
dan tidak mampu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Walikota, dan masyarakat miskin yang dinyatakan dengan
Surat KeteranganTidak Mampu.

Pasal3

BAB III
TATA LAKSANAKEPESERTAAN

Tujuan Khusus :
a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan

kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan PPK
JAMKESDA.

b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang
terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga
terkendali mutu dan biayanya.

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel.

Tujuan Umum :
Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan
kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal
secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jaminan
KesehatanDaerah Kota Banjarmasin.

u

(2) Tujuan Peraturan Walikota tentang PenyelengaraanJaminan
KesehatanDaerahadalah :

(1) Maksud Penetapan Peraturan Walikota tentang
Penyelengaraanlaminan Kesehatan Daerah adalah sebagai
pedoman dalam melaksanakan laminan Kesehatan Daerah
Kota Banjarmasin.

Pasal2

BABII
MAKSUDDANl1JJUAN

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Jaminan
Kesehatan Daerah atau yang selanjutnya disebut UPTD
Penyelenggara Jamkesda adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertanggungjawab
menyelenggarakanJaminan Kesehatan.

10. Pemberi PelayananKesehatanyang selanjutnya disebut PPK
adalah fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos kesehatan
Desai Dokter Keluarga, dan Rumah sakit) yang memenuhi
syarat adminstrasi dan teknis telah memiliki kerjasama
dengan Badan Penyelenggarauntuk memberikan pelayanan
kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan.

11. Penduduk Kota Banjarmasin adalah setiap orang yang
bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Banjarmasin yang
telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.

12. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah Surat Keterangan
yang menyatakan bahwa orang yang dinyatakan dalam
surat keterangan tidak mampu adalah memang benar-benar
tidak mampu secara finansial dalam mengakses pelayanan
kesehatan.

13. Paket manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang
U menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan

diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.

~ ', '. 1I'
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(2) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam
bentuk pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medik
sesuai dengan standar pelayanan medik, bukan merupakan
uang tunal.

(1) Setiap peserta JAMKESDA mempunyai hak mendapat
pelayanan kesehatan dasar meliputi ; pelayanan kesehatan
rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dan rawat inap tingkat
pertama (RITP), pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat
lanjutan (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) serta
pelayanangawat darurat.

Pasal4

BABIV
TATA LAKSANAPELAYANKESEHATAN

(6) Bagi peserta yang pindah domisili dalam wilayah Kota
Banjarmasin, hak kepesertaannya masih dimiliki dengan
melaporkan kepindahannya kepada aparat PEMDA yang
berwenang dan Dinas KesehatanKota Banjarmasin.

u

(5) SUaterjadi kehilangan kartu JAMKESDA,peserta tetap dapat
memperoleh pelayanan kesehatan dengan dilakukan
pengecekan database kepesertaan dan selanjutnya
dilaporkan ke Dinas KesehatanKota Banjarmasin.

(4) Bagi bayi yangterlahlr dari keluarga peserta JAMKESDA:
a. Otomatis menjadi peserta JAMKESDA dan berhak

mendapatkan hak kepesertaan sepanjang orang tua
bayi tersebut sebagai peserta JAMKESDA.

b. Blla membutuhkan pelayanan kesehatandapat langsung
diberikan, dengan menggunakan kartu JAMESDAorang
tuanya.

c. Pelayanan kesehatan diberikan dengan mengikuti
prosedur yang telah ditentukan (lihat Tata Laksana
PelayananKesehatan)

d. Selanjutnya pihak PPK wajib menerbitkan Surat
KeabsahanPeserta (SKP)dan membuat pencatatan atas
kunjungan pelayanan kesehatan dari kelompok
tersebut.

u

(3) Peserta yang terdaftar dalam Keputusan Walikota tentang
Kepesertaan Jamkesda akan menerima Kartu JAMKESDA,
sedangkan masyarakat miskin yang dinyatakan dengan
SKTM akan mendapatkan Jaminan Pelayanan dari UPTD
Jamkescla (tanpa mendapatkan kartu kepesertaan
Jamkesda).

(2) Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus
selektif, dimana yang bersangkutan harus membuat
pemyataan miskin atau tidak mampu, kemudian ketua RT
setempat membuatkan Surat Keteranga Pengantar untuk
dibuatkan Surat Keterangan Miskin I Tidak Mampu ke
Kelurahan. Berdasarkan Surat Pemyataan dari yang
bersangkutan dan Surat Pengantar Keterangan Miskin I
Tidak Mampu dari ketua RT setempat, pihak Kelurahan
membuatkan Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu dan
diketahui oleh Kecamatan.

•
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Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmasdan jaringannya, peserta harus menunjukkan
kartu JAMKESDAbagi yang terdaftar dalam database
kepesertaanJamkesdadan menunjukan SKTMbagi yang
masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam
kepesertaanJamkesda

a. PelayananKesehatanDasar :

(1) Prosedur untuk memperoleh pelayanankesehatanbagi
peserta, sebagal berikut :

Pasal5

BABV
PROSEDURPELAYANANDANMANFAAT

u

(10) Pemberian pelayanan kepada peserta oleh PPK harus
dilakukan secara efisien dan efektif, dengan menerapkan
prlnsip kendali blaya dan kendali mutu.

(9) Untuk mendapat pelayanan, status kepesertaan harus
ditetapkan sejak awa. dengan merujuk pada kartu
peserta ataupun database kepesertaan (bagi peserta yang
terdapat dalam SKWalikota).

(8) Pada keadaan gawat darurat (emergenqlJ seluruh Pemberi
Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan
penangananpertama keadaangawat darurat kepada peserta
JAMKESDAwalaupun tidak sebagai PPKjaringan JAMKESDA
sebagai bagian dari fungsi sosial PPK. Selanjutnya PPK
tersebut segera merujuk ke PPKjaringan PPK JAMKESDA
untuk penangananlebih lanjut.

".

U

(7) PelayananRawat Inap diberikan di ruang rawat inap kelas
III(tiga).

(6) Pelayanan tingkat lanjut (rawat jalan dan rawat inap)
berdasarkan rujukan, diberikan di PPKJaringan JAMKESDA
(Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah termasuk RS
TNI/Polri dan RS Swasta) yang telah menjalin kerja sama
dengan PemerintahKota Banjarmasin.

(5) Persalinannormal dapat dllayani oleh tenaga kesehatanyang
berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta.

(4) Pelayanankesehatandasar (rawat jalan tingkat pertama dan
rawat inap tingkat pertama) diberikan di Puskesmas dan
Jaringannya.

(3) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan
pelayananterstruktur dan pelayananberjenjang berdasarkan
rujukan.

....• I', t
I •
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b. PelayananKesehatanTingkat Lanjut

_" .~

1) Peserta JAMKESMASyang memerlukan pelayanan
kesehatan tingkat lanjut (RJTL dan RITL), dirujuk
dari Puskesmas dan jaringannya ke fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat lanjut disertai kartu
peserta JAMKESDA/SKTMyang ditunjukkan sejak
awal sebelummendapatkan pelayanan kesehatan.

2) Pada kasus emergency tidak memerlukan surat
rujukan.

3) Kartu peserta JAMKEsDNsKTM dan surat rujukan
dari Puskesmas dibawa ke loket Pusat Pelayanan
Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS)untuk
diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya untuk
selanjutnya dikeluarkan Surat Keabsahan Peserta
(SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh
pelayanan kesehatan.

4) Bayi-bayi yang terlahir dari keluarga peserta
JAMKEsDAsecara otomatis menjadi peserta dengan
merujuk pada kartu orang tuanya. Bila bayi
memerlukan pelayanan dapat langsung diberikan
dengan menggunakan identitas kepesertaan orang
tuanya dan dilampirkan surat kenai lahir dan kartu
Keluarga orang tuanya. Pelayanan persalinan
normal dlbayarkan secara paket baik ibu
maupun baylnya, akan tetapi apabila bayi
mempunyai kelainan dan memerlukan pelayanan
khusus dapat diklaimkan terpisah sesuai
diagnosanya.

5) Pelayanan tingkat lanjut sebagaimana diatas
meliputi :
• Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesiallstlk) di

RumahSakit.
• Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit

dan tidak diperkenankan pindah kelas atas
permintaannya.

• Pelayananobat-obatan
• Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang

diagnostik lainnya
6) Untuk kasus khronis tertentu yang memerlukan

perawatan berkelanjutan dalam waktu lama, surat
rujukan dapat berlaku selama 1 bulan (seperti,
Diabetes Mellitus). Untuk kasus kronis khusus seperti
kasus gangguan jiwa dan kasus pengobatan paru,
surat rujukan dapat berlaku sid 3 bulan.

7) Rujukan pasien antar RS termasuk rujukan antar
daerah dilengkapi surat rujukan dari Rs yang
merujuk, copy kartu peserta serta surat pengantar
dari petugas yang memverifikasi kepesertaan.

8) Pada kasus-kasus rujukan antar daerah,
petugas yang memverifikasi kepesertaan pada
RS rujukan dapat melakukan konfirmasi ke
database kepesertaan melalui petugas
PPATRS.

u
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9) Pada keadaan gawat darurat, apabila setelah
penanganan kegawat-daruratannya peserta
memerlukan rawat inap dan identitas kepesertaanya
belum lengkap, maka yang bersangkutan diberi
waktu 2 x 24 jam han kerja untuk melengkapinya
atau status kepesertaannyadapat merujuk pada data
base kepesertaan.

10) Pelayanan obat di Rumah Sakit dengan ketentuan
sebagai benkut :
• Untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan

habis pakai dl Rumah Sakit, lnstalasi
Farmasi/Apotik Rumah Sakit bertanggungjawab
menyediakan semua obat dan bahan habis pakai
yang diperlukan. Meski telah diberlakukan
INADRG, agar terjadi efisiensi pelayanan,
pemberian obat dldorong agar menggunakan
Fonnularium obat JAMKESMASdi rumah sakit.

• Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat
maka Rumah Sakit berkewajiban memenuhi obat
tersebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak
terkait.

• Pemberian obat untuk pasien diberikan untuk 3
(tiga) hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis
tertentu dapat diberikan lebih dan 3 (tiga) harl
sesuai dengan kebutuhan medis. Pemberianobat
dilakukan dengan efisien dan mengacu pada
clinical pathway.

11) Pemberlakuan INA-CBGs bagi seluruh PPK lanjutan
sebagai dasar pertanggungjawaban/klaim sejak 1
Januan 2010. Pemberlakuan INA-CBGs tersebut
memerlukan persiapan perangkat keras, perangkat
lunak dan sumber daya manusia (SDM).

12) Pelayanan kesehatan RJTL dan RITL di Rumah Sakit
dilakukan secara terpadu sehingga biaya pelayanan
kesehatan diklaimkan dan diperhitungkan menjadi
satu kesatuan menurut INA-CBGs. Dokter
berkewajlban melakukan penegakan diagnosa yang
tepat sesuai ICD-10 dan lCO-9 CM sebagai dasar
penetapan kode lNA-CBGS. Dokter penanggung
jawab harus menuliskan nama dengan jelas serta
menandatangani berkas pemenksaan (resume
medik).

13) Apabila dalam proses pelayanan terdapat diagnosa
penyakit/prosedur yang belum tercantum baik kode
maupun tarifnya dalam Tarif Paket INA-CBGs
(ungroupable), maka RS melaporkannya ke
Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas
Kesehatanuntuk dilakukan penetapannya.

14) Pada kasus-kasus dengan diagnosa yang
kompleks dengan severity level..! menurut
kode INA-CBGS maka disamplng harus
dilengkapi butir k) diatas juga harus
mendapatkanpengesahandari Komite Medik
atau Direktur Pelayananatau Supervisoryang
ditunjuk untuk dan yang diberi
tanggungjawabolehRS•

v
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2} Rawat Inap Tingkat Pertama (RlTP), dilaksanakan
pada PuskesmasPerawatan,meliputi pelayanan :
(a) Akomodasi rawat inap
(b) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan

penyuluhan kesehatan
(c) laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses

rutin)
(d) Tindakan medis keeil
(e) Pemberianobat

(2) Manfaat yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif
sesuai kebutuhan meclis, keeuali beberapa hal yang dibatasi
dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif
tersebut meliputi antara lain:
a. PelayananKesehatandi Puskesmasdan Jaringannya :

1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan
pada Puskesmasdan jaringannya meliputi :
(a) Konsultasi medts, pemeriksaan flsik dan

penyuluhan kesehatan
(b) laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses

rutin)
(c) Tindakan medis kecil
(d) Pemeriksaan dan pengobatan gigl, termasuk

cabut/ tambal
(e) Pemeriksaanibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan

ballta
(f) Pelayanan KB dan penanganan efek samping

(alat kontrasepsi disediakan BKKBN)
(g) Pemberianobat.

15) Pasien yang masuk ke instalasi rawat inap melalui
instalasi rawat jalan atau instalasi gawat darurat
hanya diklaim menggunakan 1 (satu) kode INA-(BGS
dengan jenis pelayanan rawat inap.

16) Paslen yang datang ke 2 (dua) atau leblh instalasi
rawat jalan dengan dua atau lebih diagnosa akan
tetapl dlagnosa tersebut merupakan dlagnosa
sekunder dari diagnose utamanya maka dklaimkan
menggunakan 1 (satu) kode INA-(BGS.

17) Pasien yang datang ke 2 (dua) atau lebih instalasi
rawat jalan dengan kasus yang bukan merupakan
diagnosa sekunder dari diagnosa utamanya dapat
diklaimkan menurut diagnosa masing-masing. Setiap
pasien yang datang untuk kontrol ulang di instalasi
rawat jalan, diagnosa utamanya menggunakan kode
Z.

18) Agar pelayanan berjalan dengan lancar, RS
bertanggungjawab untuk menjamin ketersediaanAlat
MeclisHabis pakai (AMHP),obat dan darah.

19) Pelayanan RS diharapkan dapat dilakukan dengan
cost effident dan cost effective agar blaya pelayanan
seimbangdengan tarif INA-CBGS.

20) Dalam pemberian pelayanan kesehatan
kepada peserta, tidak boleh dikenakan iur
biaya oleh PPKdengan alasan apapun.



c. PelayananYang Dibatasi
(1) Kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi

dengan lensa koreksi minimal +1/- 1, atau lebih
sarna dengan -+0,50 cylindris karena kelainan
cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan),
dengan nilai maksimal Rp.200.000 berdasarkan resep
dokter.

•

2} Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RTI'l), dilaksanakan
pada ruang perawatan kelas m Rumah Sakit,
meliputi :
• Akomodasi rawat inap pada kelas ITI
• Konsultasi medis, pemeriksaan fislk dan

penyuluhan kesehatan.
• Penunjang diagnostik terdiri dari : patologi klinik,

patologi anatomi, laboratorium mikro patologi,
patologi radlologi dan elektromedik.

• Tindakan medis; Operasi sedang, besar dan
khusus

• Pelayananrehabilitasi medis,
• Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NlCU,

PACU),
• Pemberianobat mengacu pada Formularium;
• Pelayanandarah,
• Bahandan alat kesehatan habis pakai, dan
• Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit

(PaNEK).

b. PelayananKesehatandi RumahSakit :
1) Rawat JalanTingkat Lanjutan (RJTL) dlaksanakan

pada poliklinik spesialisRumahSakit meliputi:
• Konsultasl medls, pemerlksaan fislk dan

penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/
umum.

• Rehabilitasimedic
• Penunjang diagnostlk : laboratorium klinik,

radiologi dan elektromedik
• Tindakan medis keeil dan sedang
• Pemeriksaan dan pengobatan glgi tingkat

lanjutan
• Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap

pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek
samplng & komplikasinya (kontrasepsi disediakan
BKKBN)

• Pemberianobat dan Pelayanandarah
• Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan

penyulit

(f) Persalinan normal dan dengan penyulit
(PaNED)

3} Persalinannormal yang dilakukan di Puskesmasnon­
perawatan/bldan di desa/Pollndes/dlrumah pasien/
praktek bidan swasta.

4} Pelayanangawat darurat (emergency).

u

u
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e. PelayananYangTidak Dijamin, meliputi :
(1) Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan
(2) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk

kosmetika
(3) Generalcheck up
(4) Prothesisgigi tiruan.
(5) Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur,

pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang
belurn terbukti secara ilmiah

(6) Rangkaian pemerfkseen, pengobatan dan tindakan
dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi
tabung dan pengobatan impotensi.

(7) Penyakit,lCacatJantung bawaan
(8) Alat kontrasepsi
(9) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat

bencanaalam
(10) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada

kegiatan bakti sosial.
(11) Pelayanankesehatan pada kecelakaanlalu lintas

d. Alat rnedis habis pakai tertentu (AMHP) masih dapat
diklaimkan secara terpisah karena belum termasuk dalam
tariff INA DRG. Standar AMHP tersebut mengacu pada
standar yang ditetapkan Dirjen Bina Yanmedik. Selama
belurn ada penetapan standar yang dimaksud, maka
perlu dilakukan kerjasama antara RS dan distributor
setempat untuk menjamin kepastian penyediaan dan
harga AMHPyang paling efisien sesuai kebutuhan medis
pasien. AMHP yang masih dapat diklaimkan terpisah
tersebut adalah:
(1) Intra Okuler Lens (IOL)
(2) J Stent (urologi)
(3) Alat Vitrektomi (Mata)
(4) VPShunt (Neurologi)
(5) Kateter Double Lumen (Hemodialisa)
(6) Mini Plate (Gigi)
(7) Implant Spine& Non Spine (Orthopedi)
(8) Stent (Bedah, THT, Kebidanan)

u

(2) Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep
dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar
berdasarkan harga yang paling efisien sesuai
kebutuhan medis.

(3) Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda,
dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan
disetujui Komite Medik atau pejabat yang ditunjuk
dengan mempertimbangkan alat tersebut memang
dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial
peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak
didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang
paling efisien.

(4) Kacamata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak
tersebut diatas disediakan oleh RS bekerjasama
dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dan
paket INA-CSGS.

... . .
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(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Jamlnan
Kesehatan Daerah atau yang selanjutnya disebut UPTD
PenyelenggaraJamkesdaadalah Unit PelaksanaTeknis Dinas
Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertanggungjawab
menyelenggarakanJaminan Kesehatan.

Pasal8

BABVIII
PENGORGANISASIAN

(1) Sumber dana berasal dari APBD Kota Banjarmasin dan
sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundangan­
undanganyang berlaku.

(2) Pengaturan lebih rinci tentang penyaluran dan pemanfaatan
dana Program Jamkesda diatur dalam Surat Keputusan
tersendiri.

Pasal7

BAB VII
PENDANAAN

(1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam program
JAMKESDA adalah PPK yang telah menjalln kerja sarna
dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Program
JAMKESDAdan memenuhl kriteria dan persyaratan yang
telah dltetapkan.

(2) Kriteria dan persayaratan yang harus dilengkapi oleh PPK
yang Ingln bekerja sarnadalam ProgramJamkesdameliputi :
a. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi

PPKJamkesdaKota Banjarmasin.
b. Profil PPK
c. Perizinan PPK (Ijin tetap atau ijin operaslonal

sementara)
d. Penetapan kelas Rumah Sakit dari Dit;jen Bina

PelayananMedikKementaerianKesehatanRI
e. Pemyataan bersedia mengikuti ketentuan dalam

program Jamkesda.
(3) Berdasarkandokumen sebagaimana dimaksud pada butir d

diatas maka Dinas KesehatanKota Banjarmasinmemberikan
penilatan terhadap PPK pemohon, apabUatelah memenuhi
persyaratan dlatas, maka dilakukan PKSantara Pemerintah
Kota dan PPK.

(4) Jaringan PPKprogram JAMKESMASsebagaimana dimaksud
butir 1 dikembangkan jaringan oleh Dinas Kesehatan Kota
Banjarmasinberdasarkankebutuhan.

u

Pasal6

BABVI
PEMBERIPElAYANANKESEHATAN(PPK)

«,
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur leblh
lanjut dengan KeputusanWalikota.

Pasal12

BABXII
PENU11JP

(1) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan
pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)secara rutin setiap
bulan.

(2) Laporan dari Puskesmas/Rumah Sakit dikirimkan ke Tim
PengelolaJAMKESDAKota Banjarmasin untuk direkapitulasi,
diolah dan dianalisa sebagal bahan pelaporan, yang
selanjutnya dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota dan
dilaporkan setiap bulan ke Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasalll

BABXI
PELAPORAN

(1) Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan
oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati
dan petugas pemberi pelayanan serta penyelenggara
program. Penyampaiankeluhan atau pengaduan merupakan
umpan balik bagi semua plhak untuk perbaikan program.

(2) Keluhan/pengaduan harus memperoleh penanganan dan
penyelesaiansecaramemadai dan dalam waktu yang singkat
serta diberikan umpan balik ke pihak yang
menyampaikannya.

(3) Untuk menangani keluhan/pengaduan dibentuk Unit
PengaduanMasyarakat (UPM)

Pasal 10

BABX
PENANGANANKELUHAN

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Program Jamkesda dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Banjarmasin.

(2) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah
Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya

(3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program
JAMKESDAdilakukan oleh aparat pengawasan fungsional
(APF).

Pasal9

BABIX
PEMANTAUAN,EVALUASI,

PEMBINAANDANPENGAWASAN

L__. __'_12 '
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H.ZULFADLIGAZALI

SEKRETARlSDAERAHKOTABANJARMASIN,

Diundangkandi Banjarmasin
Padatanggal 2 April 201)

01 H.MUHIDIN

Ditetapkan di Banjarmasin
Padatanggal 1 April 201)

rJ WALIKOTA BAN1ARMASIN,~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita DaerahKota Banjarmasin.

PeraturanWalikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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